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ABSTRACK

The purpose of this study is to examine the reality that occurred in the practice of notary
that can not be denied again often the the appearers does not face the notary at the same
time. In almost every city or region, it is common to do so, not just the principle of a
dedition, but it is a habit that mushed but considered trivial. A notary who does not comply
with or does not fulfill its obligations in accordance with the provisions of article 16
paragraph (1) Letter M UUJN, in this case is a notary who does not read and sign the
deed in front of the parties and witnesses, it will be implication of the consequences of the
law. This research aims to analyze the notary who does not read and sign the deed in front
of the client is a violation of the code of Ethics and UUJN and analyzes the legal
consequences of notarial deed which is not read and signed by the client jointly, This
research is empirical legal research, i.e. legal research on the enforcement or
implementation of normative legal provisions in real behavior at any legal event occurring
within the community. The results explained the lack of awareness of notary in practising
and implementing the procedure of making authentic deeds based on the provisions of the
law and the weak supervision of the institutions that are obliged to supervise the notary in
carrying out duties and positions, Making the bank’s counterparty unread and ensure the
deed is signed jointly. Then the subsequent results of the study formulated that the reading
and signing of the deed not done before the notary will result in the decline in the value of
the authentic deed to be deed under the hand as contained in article 16 paragraph (9)
UUJN and violates the provisions of article 4 paragraph (6) of the Code of conduct of
Indonesian notary , which is a rebuke, warning; Schorsing (temporary termination) of
membership of the Association, onzetting (termination) of the membership of the
Association, termination with no respect from the membership of the Association.

Keywords: Notary department, deed making and notary supervision



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji realitas yang terjadi dalam praktek Notaris yang
tidak dapat dipungkiri lagi sering terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris pada
saat yang bersamaan. Hampir di semua kota ataupun daerah, hal tersebut lumrah
dilakukan, bukan hanya asas kepatutan, namun hal tersebut merupakan kebiasaan yang
menjamur tapi dianggap hal yang sepele. Notaris yang tidak mematuhi atau tidak
menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m
UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di
hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum.
Penelitian ini bertujuan menganalisa Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani
akta di hadapan klien merupakan pelanggaran kode etik dan UUJN dan menganalisa
akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien
secara bersama-sama. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil
penelitian menjelaskan kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan
melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang
maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk
mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, menjadikan Notaris yang
menjadi rekanan bank tidak membacakan dan memastikan akta ditandatangani secara
bersama-sama. Kemudian hasil penelitian berikutnya merumuskan bahwa pembacaan dan
penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya
nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam
Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan
terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni
berupa teguran, peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan
perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian
dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Prosedur Pembuatan Akta, dan Pengawasan Notaris.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik
mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan
atau oleh pejabat yang berwenang.!

Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan
pembuatan alat bukti berupa akta. Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang
perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di
Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris
yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda
mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Sth. 1860 No.3).

Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia
yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.? Semenjak Indonesia merdeka, lembaga Notariat terus digunakan oleh masyarakat
dan menjadi lembaga hukum Indonesia, dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka

yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada hukum Eropa,

!Muhammad Lutfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaris, Cetakan Pertama
(Yogyakarta: Ull Press, 2017), him. 1

2Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan
Pertama (Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 101.



bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan ke dalam akta boleh merupakan materi yang
diatur dalam hukum adat dan hukum Islam.?

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sehingga dapat dipahami
bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-
undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna).

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris terdiri dari:

1. Pejabat umum;

2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik;

3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan
Notaris.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.
Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan
wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat Notaris melakukan
suatu tindakan yang bukan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan, dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan

dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris:

3R. Soegondo Notosoedirjo, Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1993), him. 4.



(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang
pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¢. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; ataug. membuat akta
risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.”

Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik
yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal

1868 KUHPerdata tersebut dinyatakan bahwa, “akta otentik ialah suatu akta yang yang di



dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat
umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat.

Prosedur pembuatan akta otentik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan fungsi akta Notaris secara khusus telah diatur di
dalam Pasal 38, selanjutnya mengenai bentuk dan sifat akta tersebut dirumuskan sebagai
berikut:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

a. awal Akta atau kepala Akta;

b. badan Akta; dan

c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

a. judul Akta;

b. nomor Akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.



(4) Akhir atau penutup Akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan Akta jika ada;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,
pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga
memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang

mengangkatnya.”

Ketentuan dalam Pasal 38 UUJN ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebagai akta Notaris (akta otentik). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868
KUH Perdata Jo Pasal 1869 KUH Perdata yang merupakan sumber otentisitas akta Notaris
dan juga sebagai legalitas eksistensi akta Notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan
terpenun mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan
masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan,
kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik
makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam
berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun

global.



Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin
kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.
Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut,
akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi
penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.* Dengan
dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk
melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani
olen Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada
Notaris.> Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak
membutuhkannya. Pernyataan tersebut hubungan masyarakat dengan Notaris adalah
layanan jasa produk hukum.

Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan
dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta.
Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para
pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan

pedoman oleh para pihak.

“Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Keempat (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), him. 14.

SMengenai Honorarium ini dicantumkan dalam Pasal 36 UUJN. Pencantuman Honorarium dalam
UUJN tidak punya daya paksa untuk Notaris dan untuk para pihak yang membutuhkan jasa Notaris, dan juga tidak
ada yang mengawasi jika Notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut, dan dalam keadaan tertentu
Notaris wajib untuk tidak meminta atau menerima honorarium.



Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris
yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk
akta otentik, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku, tidak serta merta
menuangkan ke dalam akta seluruh kehendak penghadap. Karena Notaris yang lalai atau
bertindak di luar wewenangnya dapat dijatuhi sanksi, baik berupa sanksi pidana, sanksi
perdata, maupun sanksi administratif, oleh sebab itu Notaris juga dituntut untuk mampu
bersikap profesional dalam menjalankan tugas.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum,
mempunyai ciri utama yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan
mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, lain halnya
dengan eksekutif atau pemerintah atau pejabat tata usaha negara atau pejabat administratif
negara. Mereka pada saat menjalankan jabatan dan juga fungsi serta kekuasaannya, jelas
sebagai salah satu pihak.® Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
ialah sebagai berikut:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian

dari Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan

Minuta Akta.

®Build, Operate, and Transfer (BOT) sebagai bentuk perjanjian yang diadakan oleh kebijakan
pemerintah dengan pihak swasta adalah sebagai perbuatan hukum oleh badan atau pejabat administrasi negara
yang membuat kebijakan publik sebagai obyek perjanjian. Meskipun yang melekat dalam dirinya adalah sebagai
pejabat badan atau publik, namun perbuatan hukum pemerintah dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan
pihak lain (swasta) tidak diatur oleh hukum publik, melainkan hukum privat.



e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat
tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat
dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul
setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya
surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
pembuatan Akta setiap bulan;

J. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil
yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima)
hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir
bulan;

I. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2

(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta



wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris;

n. menerima magang calon Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris harus independen. Istilah independen ini sering
diartikan atau disamakan dengan pengertian mandiri. Pada konsep manajemen, penerapan
istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri
tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada
(depend on) atasannya, sedangkan independen baik secara manajerial maupun institusional
tidak tergantung kepada atasannya ataupun pihak lainnya.’

Dalam hal ini alasan pentingnya Notaris dalam menciptakan kepatutan tidak
terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam
melakukan hubungan hukum utuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan.
Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam
memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan
kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat
menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan
prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana Notaris melakukan
reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.®

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin
dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah
sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu

sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Peran dan keberadaan Notaris

"Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., him. 31.

8Herry Susanto, Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak (Yogyakarta: UlI
Press, 2010), him. 58.



juga tidak dapat dapat terhindarkan terhadap praktik perjanjian bisnis perbankan, khususnya
dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit perbankan.

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit.
Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian
kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank
kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat. Pada proses pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya
dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit,
jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana
kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.’

Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Salah satu produk dari bank adalah kredit yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
kredit. Perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta otentik membutuhkan peran
Notaris dalam proses pembuatannya.

Namun terkadang di dalam praktiknya, Notaris yang menjadi rekanan dari pihak
perbankan diperhadapkan pada situasi yang harus dilaksanakan, namun pada hakikatnya itu
merupakan suatu pelanggaran atau ketidakpatutan sikap dari seorang Notaris. Dalam hal ini
integritas seorang Notaris diuji, sampai sejaun mana Notaris tersebut dapat mengamalkan

sumpah jabatan yang pernah diucapkan dan spirit menegakkan kode etik seorang Notaris.

°M. Bahsan, Hukum Jamninan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2007), him. 73.



Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf | UUJN. Ketentuan ini
dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta
dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali
apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan
alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari
peresmian akta (verlijden).

Kemudian, kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya
seorang Notaris dalam proses peresmian akta (verlidjen) atau face to face sebagaimana
diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Dalam praktik penandatanganan
akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-
saksi ketika pembuatan akta pembebanan tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat
yang berbeda. Tidak mungkin berada dalam 2 (dua) tempat yang berbeda dalam waktu yang
bersamaan.

Merupakan realitas dalam praktek Notaris yang tidak dapat dipungkiri lagi sering
(mungkin ada juga yang tidak pernah melakukan) terjadi para penghadap tidak menghadap
Notaris pada saat yang bersamaan. Hampir di semua kota provinsi ataupun daerah, hal
tersebut terbiasa dilakukan, bukan hanya asas kepatutan, namun hal tersebut merupakan
kebiasaan yang menjamur tapi dianggap hal yang wajar.

Kepala/Pimpinan Cabang atau yang ditunjuk oleh Bank tidak menghadap, tapi akta
ditandatangani/dibacakan oleh Notaris di hadapan debitur dan saksi-saksi. Kemudian akta
yang telah ditandatangani tersebut dikirimkan kepada pihak bank untuk ditandatangani.

Sudah tentu alasan tidak datang dan tanda tangan pada waktu yang sama ada dengan



berbagai alasan, yang tidak dapat dinormatifkan (dipastikan) satu persatu, tapi hal yang
demikian tentu bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Ketentuan Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan
bahwa, “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang
mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.” Kemudian, di dalam ketentuan
Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN disebutkan bahwa, Notaris wajib membacakan akta di
hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat)
orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada
saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak
membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan
terimplikasi timbulnya akibat hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, akibat hukum
terhadap Notaris, adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena
telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Kedua, akibat hukum terhadap akta adalah
akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN.

Mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 84 UUJN, di mana ketentuan pasal tersebut
menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta
tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi
hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang menderita kerugian untuk penggantian
biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Hal yang demikian menjadi perhatian bagi

Penulis, sehingga Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Implikasi Hukum Terhadap



Akta Perjanjian yang Dibuat Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh

Penghadap Secara Bersama-sama.”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan klien
merupakan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Apa akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh

klien secara bersama-sama?

. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini secara
umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan
penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di
hadapan klien apakah merupakan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan
Notaris.

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan dan

ditandatangani oleh klien secara bersama-sama.

D. Orisinalitas Penelitian
Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di kepustakaan
maupun di internet penelitian tentang “Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian yang

Dibuat Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh Penghadap Secara



Bersama-sama”, belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat
dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu
penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan
penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Implikasi Hukum Terhadap Akta
Perjanjian yang Dibuat Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh
Penghadap Secara Bersama-sama, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait,
yaitu:

1. Muhammad Tiantanik Cutra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa’at,
Universitas Brawijaya, dengan judul “Tanggungjawab Perdata Notaris Terhadap Akta
yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap”.!® Karya ilmiah ini
merumuskan masalah mengenai apa alasam Notaris menyerahkan kewajiban
membacakan akta kepada staf Notaris di hadapan penghadap dan bagaimana
tanggungjawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf Notaris di
hadapan penghadap. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat
kesimpulan bahwa alasan Notaris menyerahkan kewajiban pembacaan akta kepada
staf Notaris di hadapan penghadap didasarkan dari perintah Notaris kepada staf
Notaris secara lisan, untuk mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Notaris
sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan
diberikan langsung oleh undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat
pemerintah untuk menjalankan jabatannya. Wewenang yang diperoleh melalui

atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan,

®Muhammad Tiantanik Cutra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa’at, “Tanggungjawab
Perdata Notaris Terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap”, Jurnal, dalam
file:///C:/Users/Owner/Downloads/6288-229-15933-1-10-20180508.pdf, Akses 1 April 2020.
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apabila pejabat yang wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Namun dalam
hal Notaris menyerahkan kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap, staf
Notaris bertindak berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh Notaris untuk
membacakan akta di hadapan penghadap karena adanya hubungan kerja antara
Notaris dan staf Notaris. Kemudian, tanggungjawab perdata Notaris terhadap akta
yang yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap apabila mengakibatkan
kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat
digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Serta Notaris harus
bertanggungjawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris

sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.

. Taufik Hidayat, Universitas Sriwijaya, dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Akta

yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani
Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan”.!! Karya ilmiah ini merumuskan masalah
mengenai apa yang dimaksud dengan segera suatu akta yang dibuat oleh Notaris tidak
ditandatangani pada waktu bersamaan oleh penghadap, saksi, dan Notaris serta
bagaimana akibat hukum dan kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang dibuat oleh
Notaris bilamana salah satu penghadap tidak bisa menandatangani secara bersamaan
saat akta dibacakan. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat
kesimpulan bahwa arti kata segera diartikan setelah akta dibacakan dan seluruh dimuat
dalam akta Notaris, dijelaskan, dan diterangkan Notaris kepada para penghadap dan
para saksi, maka selanjutnya para penghadap dan para saksi pada saat/detik itu juga

membubuhkan tandatangannya di minuta akta. Kemudian, kekuatan hukum akta

Tidak

UTaufik Hidayat, “Akibat Hukum Terhadap Akta yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap
Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan”, Tesis,

dalamhttp://repository.unsri.ac.id/7047/1/RAMA_ 74102 02022681620007 0012046302 01 front ref.pdf,
Akses 1 April 2020.
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Notaris yang penandatanganannya tidak dilakukan dalam waktu bersamaan oleh para
penghadap, tidak dibacakan secara langsung oleh Notaris kepada para penghadap
berakibat akta tersebut terdegradasi keotentikan aktanya dari akta otentik menjadi akta
di bawah tangan (Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Jabatan Notaris).

3. Zainatun Rosalina, Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Keabsahan Akta
Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”.*?>Karya ilmiah ini
merumuskan masalah mengenai bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal
15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan apakah sertifikasi transaksi
yang dilakukan secara cyber Notary sah sebagai akta otentik. Berkaitan dengan hasil
penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa konflik norma antara Pasal 15
ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat diselesaikan dengan cara tetap
menggunakan kedua pasal tersebut yaitu Pasal 15 ayat (3) UUJN dan dapat
dilaksanakan sepanjang memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, serta memnuhi
otensitas akta dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kemudian, sertifikasi transaksi yang
dilakukan secara cyber Notary merupakan akta otentik. Hal ini dikarenakan
kewenangan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang terkait dengan
pelaksanaan jabatan Notaris.

4. Deni K. Yusup, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan judul “Peran
Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.!3 Karya ilmiah ini merumuskan masalah
mengenai bagaimana urgensi Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan

syariah, bagaimana kerangka teoritis peran Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di

12Zainatun Rosalina, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta
Otentik”, Tesis, dalam https://media.neliti.com/media/publications/115310-1D-keabsahan-akta-notaris-yang-
menggunakan.pdf, Akses 1 April 2020.

13Deni K. Yusup, “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Tesis, dalam https://media.neliti.com/media/publications/57646-1D-peran-
notaris-dalam-praktik-perjanjian-b.pdf, Akses 23 Januari 2020.
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perbankan syariah, dan bagaimana kedudukan Notaris syariah dalam sistem hukum
Indonesia. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan
bahwa indikator Notaris telah mampu memenuhi prinsip syariah ialah Notaris dapat
menuangkan gagasan syar’i di dalam akta akadnya. Indikator tersebut dapat dilihat
apabila akta tersebut tidak bertentangan dengan lltizdm dan Nazhariyyah al- ‘Ugiid
yang menjadi tolak ukur adanya transaksi bisnis syariah. Perjanjian (akad) ataupun
perikatan (iltizdam) berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam membuat
sebuah akta perjanjian/perikatan di perbankan syariah dapat dianggap sebagai sebuah
fakta hukum yang apabila tidak dicantumkan dalam akta notaris dapat dianggap
sebagai sebuah produk hukum yang tidak memiliki kepastian hukum. Konsekuensi
dari adanya ketidakpastian hukum tersebut tentunya dapat menyesatkan para pihak

apabila disuatu saat nanti terjadi perselisihan atau persengketaan.

. I Komang Suwirya, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Peran Notaris Dalam

Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.”'* Karya ilmiah
ini merumuskan masalah mengenai bagaimanakah peranan Notaris dalam pembuatan
perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan faktor-faktor
apakah yang mempengaruhi penggunaan jasa Notaris pada PT. Bank Pembangunan
Daerah (BPD) Bali. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat
kesimpulan bahwa peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit pada PT. Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Bali sangat dibutuhkan, hal ini terlihat dengan adanya
perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. BPD Bali dengan beberapa

Notaris. Namun demikian, dalam praktiknya perjanjian kredit yang dibuat antara

(BPD)

4] Komang Suwirya, “Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Bali”, Tesis, dalam

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTQ3NWIyNDhjZjFjZDk2ZWZhODAS5

Njg3MzlyZDk1NDUwOWZKOWQ3NQ==.pdf, Akses 23 Januari 2020.



http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTQ3NWIyNDhjZjFjZDk2ZWZhODA5Njg3MzIyZDk1NDUwOWZkOWQ3NQ==.pdf
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTQ3NWIyNDhjZjFjZDk2ZWZhODA5Njg3MzIyZDk1NDUwOWZkOWQ3NQ==.pdf

pihak PT. BPD Bali dengan pihak debitur tidak seluruhnya menggunakan jasa notaris,
padahal akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat
bermanfaat bagi kreditor, khususnya terhadap kekuatan pembuktiannya. Kemudian,
erjanjian kredit perbankan yang dibuat oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah
Bali (BPD) Bali dengan pihak nasabah debitur tidak seluruhnya menggunakan jasa
Notaris. Hal ini dipengaruhi oleh kebijaksanaan perbankan yang dijalankan oleh pihak
direksi, tingkat risiko kredit yang disalurkan, serta besarnya nilai kredit yang diberikan
kepada nasabah peminjam.

Berdasarkan paparan beberapa karya tulis ilmiah tersebuat, terdapat substansi
yang berbeda. Penelitian dengan judul Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian yang
Dibuat Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh Penghadap Secara
Bersama-sama akan mengkaji mengenai apakah Notaris yang tidak membacakan dan
memastikan penandatanganan akta yang dibuatnya tidak terjadi bersama-sama oleh para
penghadap merupakan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris
bertentangan dengan kode etik serta Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana
akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien

secara bersama-sama.

E. Kerangka Teori
1. Akta Notaris
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, pengertian akta
Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini, dapat

disimpulkan tentang penggolongan akya otentik yaitu, Pertama, akta otentik yang dibuat



oleh pejabat umum, dan Kedua, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.®®

Perbedaan dari kedua akta itu adalah:

a. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak di
hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta
yang mereka inginkan tersebut.

b. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai
inisiatif, sedangkan dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang
memulai inisiatif untuk membuat akta itu.

c. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan
sifat otentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan
keharusan.’

d. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang
membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan
keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.

e. Kebenaran isi dari akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh
bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat
tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Syarat-syarat pembuatan akta otentik mengacu pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan fungsi akta Notaris secara khusus telah

diatur di dalam Pasal 38, selanjutnya mengenai bentuk dan sifat akta tersebut dirumuskan
sebagai berikut:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

Herry Susanto, Op. Cit., him. 43.
BVictor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan
Eksekutorial, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), him. 30-31.



(2)

3)

(4)

a. awal Akta atau kepala Akta;

b. badan Akta; dan

c. akhir atau penutup Akta.

Awal Akta atau kepala Akta memuat:

a. judul Akta;

b. nomor Akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan Akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup Akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan Akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan,

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan



d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan
Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga
memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang

mengangkatnya.”

Ketentuan dalam Pasal 38 UUJN ini merupakan syarat-syarat yang harus
dipenuhi sebagai akta Notaris (akta otentik). Apabila dihubungkan dengan ketentuan
Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1869 KUH Perdata yang merupakan sumber otentisitas

akta Notaris dan juga sebagai legalitas eksistensi akta Notaris.

. Notaris dan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan
undang-undang lainnya. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya
kepada Notaris saja, tetapi diberikan juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan Pejabat Lelang. Dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap
pejabat umum pasti merupakan Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau
Pejabat Lelang.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan
wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa
Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Bahwa Notaris berwenang

membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib



dibuat dalam bentuk akta otentik, pembuatan akta tersebut berdasarkan aturan hukum
yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.'’

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan
merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara
hukum dan kontinental. Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat.
Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh
undang-undang Dasar. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan
yang berasal dari pelimpahan.'® Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal
menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan
kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Kemudian ada pengertian bahwa Notaris merupakan pejabat publik, dalam hal
ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai
pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang
dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan
dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Mengenai kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang
Jabatan Notaris:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

"Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Cetakan Pertama
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), him. 17-18.

18Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan (Yogyakarta: Kumpulan Makalah Universitas Islam
Indonesia, 1998), him. 37-38.



undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris
berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.”

3. Tanggungjawab Notaris



Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum
menyatakan bahwa, “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan
tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia
bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.® Lebih
lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa, “kegagalan untuk melakukan kehat-hatian yang
diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (neglience), dan walaupun tidak sekeras
kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau tanpa
maksud jahat, akibat yang membahayakan.”?

Notaris yang tidak menjalankan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan Undang-
Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris tentu dapat diminta
pertanggungjawabannya. Notaris wajib untuk patuh dan taat ketika menjalankan tugas
dan jabatannya sebagai Notaris, termasuk dalam hal pembuatan akta yang dibuat
olehnya. Tidak terpenuhinya unsur materil, formil, dan administratif dalam pembuatan
akta maka akan mengakibatkan pemberian sanksi bagi Notaris yang bersangkutan.

Bentuk pertanggungjawaban dari Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris tersebut dapat
dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi sesuai ketentuan Pasal Pasal 84 UUJN,
di mana ketentuan pasal tersebut menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh
Notaris yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan
atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang
menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep

tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas

Hans Kelsen, Genereal Theory Of Law and State, dalam Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara;
Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik (Jakarta: BEE Media Indonesia,
2007), him. 81.

21bid., him. 83.



perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya
bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang
membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subjek responsbility dan subyek kewajiban

hukum adalah sama.?

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian yang
Dibuat Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh Penghadap Secara
Bersama-sama” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian
terhadap norma hukum (yuridis) dan implementasi dari norma tersebut (empiris).
Konsekuensi penelitian yutidis empiris adalah penyajian norma-norma hukum (bahan

hukum) dan data lapangan.

2. Objek Penelitian
Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian yang Dibuat Notaris yang Tidak

Dibacakan dan Ditandatangani oleh Penghadap Secara Bersama-sama.

3. Subjek Penelitian
Subjek penelitian terdiri dari:
1. Notaris;

2. Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta.

2Dikutip  dalam  https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-
pertanggungjawaban-hukum/>, Akses 3 Maret 2020.



https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/
https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/

4. Data Penelitian
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua
cara yaitu:
a). Data Primer
Yaitu data utama, dimana Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang
terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
b). Data Sekunder
Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan
dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang berupa:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi maupun

tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data/bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Data primer yaitu data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan
pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti Notaris, Dewan
Kehormatan Notaris Kota Yogyakarta, Akademisi.

b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan

perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan



diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-
undangan vyaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet,
majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

6. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini
adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana
pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.??

7. Analisis Penelitian
Metode analisis yuridis yaitu kegiatan untuk mencari dan memecah
komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta
kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum

yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

22peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group,
2016), him. 133.



G. Kerangka dan Sistematika Penulisan
Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan

disusun dalam penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan
permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti
dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang
tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat
tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab Il: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tugas dan tanggungjawab
Notaris dan dasar hukum pelaksaan wasiat di Indonesia.

Bab I11: Analisa Penelitian

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yakni
peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris
yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor
12 tentang Wasiat), dan kewajiban Notaris untuk selalu memenuhi keinginan penghadap
dalam pmbuatan akta otentik.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-
bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam

permasalahan pada penelitian ini.



BAB |1
TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DI INDONESIA, KONSEP

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, AKTA OTENTIK DAN AKTA NOTARIS,
SERTA ASAS-ASAS PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG BAIK

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris
1. Notaris di Indonesia

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal saat ini, bukan lembaga yang lahir
dari bumi Indonesia.! Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 seiring
dengan keberadaan Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia. Jan
Pieterszoon Coen pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra
(sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para
penduduk dan para pedagang di Jakarta ia menganggap perlu mengangkat seorang
Notaris yang disebut Notarium Publicum, sejak tanggal 27 agustus 1620, mengangkat
Melchior Kerchem sebagai Sekretaris College van Schepenen (Urusan Perkapalan Kota)
di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam surat pengangkatannya, Melchior Kerchem sebagai Notaris memiliki
tugas yaitu, melayani dan melakukan semua surat libel (Smaadschrift), surat wasiat di
bawahtangan (codicil), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat
(testament), dan akta-akta lainnya dan juga ketentuan-ketentuan yang perlu dari
kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris College
van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal
16 Juni 1625. Instruksi tersebut hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain
metapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan
kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-

orang yang tidak berkepentingan.

1G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1983), him. 15.



Pada tanggal 7 Maret 1922 (Stb. No. 11) dikeluarkan Instructive voor de
Notarissen residerende in Nederlands Indie. Pasal 1 dari instruksi tersebut mengatur
secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan
Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk
memberikan jabatan Notaris kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan
tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga
mengeluarkan salinannya yang sah dan benar.

Selanjutnya pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu
untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nerderlands
Indie (Hindia Belanda) untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai Jabatan
Notaris yang belaku di Belanda. Sebagai pengganti Instructive voor de Notarissen
residerende in Nederlands Indie, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan Reglement op
Het Notais Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3).

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di
Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal Il Aturan Peralihan (AP) Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama masih belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.
Dengan dasar pasal 1l Aturan Peralihan tersebut maka ditetapkan Reglement op Het
Notais Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3), masih tetap diberlakukan di Indonesia.

Pada tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di
Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus-22 September 1949, dengan salah satu hasil
KMB tersebut yaitu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik
Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat (sekarang

Propinsi Papua dan Papua Barat). Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut,



membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda, yang ada di
Indonesia harus meninggalkan jabatannya.

Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi
kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan Menteri Kehakiman Reoublik Indonesia
Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil
Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal

dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

. Jabatan Notaris

Dalam hukum administrasi positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
digunakan istilah “badan” atau “pejabat” untuk menyebut organ itu. Dikatakan bahwa:
“badan atau pejabat tata usaha negara adalah pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian “badan” menurut pengertian
bahasa adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.?

Padanan kata “badan” dalam bahasa antara lain adalah “orgaan”. Pengertian
“orgaan” sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya adalah
“orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang
atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan
hukum. Dengan perantaraan alat perlengkapan itu badan hukum ikut mengambil bagian

dalam lalu lintas hukum.?

2Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), him. 62
3A. Teeuw, Kamus Indonesia-Belanda (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), him. 50.



Pengertian “pejabat” menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah
yang memegang jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah “pejabat”
disalin antara lain menjadi “ambtdrager”, yang diartikan sebagai orang yang diangkat
dalam dinas pemerintah (negara, propinsi, kotapraja, dan sebagainya).* Frederick Robert
Bohtlingk sebagaimana yang dikutip S.F. Marbun dalam Disertasinya, berpendapat
bahwa pengertian “orgaan” adalah:®

“verstaat men; ieder persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, of;
ieder persoon die bevoegd is de overheid door rechtshandelingen te verbiden,
of iets dergelijks” (Kita maksudkan adalah setiap orang atau badan, yang
memiliki kekuasaan umum: atau setiap orang yang berwenang untuk
menghubungkan kekuasaan melalui tindakan hukum, atau yang mirip dengan
itu).”

Lebih lanjut Frederick Robert Bohtlingk menjelaskannya dengan suatu ilustrasi:

“Wanner de heer P minister is dan maakt de hier besproken gangbare opvatting
een scheiding tussen de heer P in prive en de heer P in kwaliteit. Deze laatste
meneer noemt men ‘“‘orgaan”. Men kent dus aan de ene mens P twee
persoonlijkheden toe: enerzijds de personificatie van P in kwaliteit (de
minister), en noemt deze laatste personificatie orgaan. ‘Orgaan’ is niet ambt en
niet ambtdrager”. (bila tuan P adalah seorang menteri, maka di sini berlaku
pandangan adanya pemisahan antara tuan P secara prive (orang pribadi) dan
dalam kualitas. Tuan P dalam kualitas adalah seorang menteri disebut badan
yang dipersonifikasikan di dalam kualitas sebagai pejabat. Sedangkan tuan P
secara prive (orang pribadi). Dengan demikian tuan P memiliki dua kepribadian,
yakni personifikasi sebagai manusia individu dan personifikasi tuan P sebagai
pejabat).”

E. Utrecht mengungkapkan bahwa “jabatan” adalah sebagai pendukung hak dan
kewajiban, sebagai subjek hukum (persoon) berwenang melakukan perbuatan hukum
(rechtsdelingen) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat.

Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum

4Algra, N.E., et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Terjemahan Saleh
Adiwinata, A.Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah (Jakarta: Bina Cipta,1983), him. 29.

>Bohtlingk, F.R., Het leerstuk der vertegen woordiging enzijn toepasing op ambtsdragers in Nederland
en in Idbonesie, jurisdische Boekhandel en Uitgever, Jangbloed & Zooms Grevenhagl, 1954, him. 34-35. Dalam
Marbun, S.F., “Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan
Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia”, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, him. 195-
196.



(process party) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar
wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban,
memerlukan suatu perwakilan, yang disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”,
dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka
“jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.®

Logeman menempatkan “jabatan* dari aspek negara sebagai organisasi otoritas
yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja
tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai
organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian
dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan
muncul sebagai pribadi (persoon) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan
dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan
tindakan harus melalui “pejabat” atau “pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada
pemisahan mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat™ dan selaku manusia
sebagai prive.’

Dijelaskan lebih lanjut bahwa tindakan pejabat dipertanggungjawabkan kepada
pemangku jabatan tetapi bukan kepada pemangku jabatan itu secara pribadi, melainkan
dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan. Buktinya kewajibandan hak berjalan
terus, dengan tidak menghiraukan penggantian “pejabat”. Perbuatan hukum yang tidak
dapat dicabut mengikat pengganti pemangku jabatan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh

pemangku jabatan lama, harus dipenuhi oleh penggantinya. Pembatalan surat keputusan

SE. Utrecht, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: NV Bali Buku Indonesia, 1957),
him. 144,

"Logemann, J.H.A., Over deTheorie van een Stelling Staatsrecht, Dalam Makkatutu dan J.C.
Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1975), him. 117-
120.



pemangku jabatan lama dapat menimbulkan kewajiban bagi penggantinya untuk
mengadakan surat keputusan baru.®
Menurut Indroharto, yang dipersonifikasi itu adalah “jabatan”, bukan “pejabat”.
Dijelaskan bahwa istilah “pejabat” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kurang tepat digunakan, karena
lebih menunjuk kepada manusianya, yaitu orang yang memangku jabatan. Jadi yang
dimaksud sebenarnya adalah jabatan atau ‘ambt’ suatu kedudukan, suatu fungsi untuk
melaksanakan urusan pemerintah.®
Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.
Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai
semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah
merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan
honorarium kepada Notaris.°
Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai
karakteristik:
a. Sebagai Jabatan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang
pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-

undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang

81bid.

®Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan
Kesatu (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), him. 70.

OMengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.



berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-

Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan

oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan

atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan

pekerjaan tetap.!

. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai

batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat, dalam hal ini

Notaris, melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan

diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,

tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya

(pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

1. bersifat mandiri (autonomous);

2. tidak memihak siapapun (impartial);

3. tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan
tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh
pihak lain.

. Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

11Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him. 38.



Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima
gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium? dari
masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma

untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga
Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat
menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika
ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

3. Notaris Sebagai Pejabat Umum
Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf
n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun pejabat” dari segi
arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai
pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai
pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu

jabatan.*

2Honorarium berasal dari kata latin honor yang artinya kehormatankemuliaan, tanda
hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan,
pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan
seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarangpenerjemah, ilustrator, atau
konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cetakan Keenam
(‘Yogyakarta: Kanisius, 2001), him. 387.

8Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., him. 16.

14Zain Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), him. 543.



Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh
manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh
jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.'® Jabatan
merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (persoon), yakni
pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka
jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat, bahwa jabatan bersifat
tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang
menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu
berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (continue), artinya pejabat bisa
digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam
suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan penjabat, bagikan 2 (dua) sisi mata uang, pada
satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua
bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban
sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah
yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan
berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.®
Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya
merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari

istilah openbare ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Reglement op het

15E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtiar,
1999), him. 124.

8]ndroharto, Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), him. 28.



Notaris Ambt in Indonesie dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 angka 1
Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie menyebutkan bahwa:’

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke
op te maken wegens alle handelinggen, overeenkomsten en beschikkingen,
waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden
verlangen, dat bij authentiek geschrift bkijken zal, daarvan de dagteekening te
verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en
uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene
algemeene verordening niet ook aan andere ambteneren of personen
opgedragen of voorhebehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-
satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh
yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse,
salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau
orang lain).

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) meneyebutkan:

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden,

door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn

terplaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan
pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari ambtenaren adalah pejabat. Dengan
demikian openbare ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian
dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika openbare ambtenaren diartikan sebagai
pejabat publik. Khusus berkaitan dengan openbare ambtenaren yang diterjemahkan
sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta
otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada
Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat
umum, tapi kualifikasi Notaris.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris

tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini

"Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., him. 12.



yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum.
Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan
kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik,
dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat
akta otentik.

Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum
tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.'® Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah
pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk
membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna).

4. Reposisi Notaris Dari Pejabat Umum ke Pejabat Publik
Dalam Wet op het Notarisambt yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999%°, Pasal
1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: de ambtenaar”, Notaris tidak lagi disebut sebagai
Openbaar Ambtenaar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambt
yang lama (diundangkan Juli 1842, Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagali
pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar

dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.?°

8https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01, Akses 2 April 2020.

®Habib Adjie, Sekilas Dunia... Op. Cit., him. 20.

2pPhilipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2005), him. 80.
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Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris
adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar.?! Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut
di atas bahwa penggunaan istilah-istilah Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai
tautologie.?? Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan
rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat
Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau
Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15
ayat [1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.??

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan
pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini
publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai
pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang
dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan
dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat
dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak

memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,

2| bid.
2Tautologie adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. Dikutip
dalam S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), him. 80.

ZHabib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan
Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), him. 50.



individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau
badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak
(wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan
atau oleh Notaris.

Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat
publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan
yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat
sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum
Administarasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata

Usaha Negara.

5. Kewenangan Notaris

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal
berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan
adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari
kekuasaan eksekutif administrasi. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan
wewenang, kewenangan (autority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal,
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan
wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu ‘“onderdeel” (bagian)
tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang

(rechtsbe voegdheden).?*

%pateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab (Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi 1V, 2000), him. 22.



Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang
pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur),
tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang
serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.?® Sedangkan pengertian
wewenang menurut H.D. Stoud adalah “bevoeghoid wet kan worden omscrevenals het
geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het
bestuurechttelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang
pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.?®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah
hak dan kekuasaan untuk bertindak. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.?’

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum

dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti

BIndrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), him. 65.

%Stout H.D, de Betekenissen van deWet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi
terhadap Tindakan Pemerintah (Bandung: Alumni, 2004), him. 4.

Z'Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris (Jakarta: Dunia
Cerdas, 2013), him. 9.



tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.?
Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai
kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-
Undang Jabatan Notaris:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris
berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan.

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; ataug. membuat akta
risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai
Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara
atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang
dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2)
berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat
dalam bentuk akta otentik.



Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan
perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.
Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang
berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut
menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang
secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal

dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.?®

. Kewajiban Notaris
Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai
berikut:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari
Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta
Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali
ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan
yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali
undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak
lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu
buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah
Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat
berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang
berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang

2Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. cit., him. 78.



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari
pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan
pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua)
orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah
tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang
jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan
sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar
akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan
Notaris, “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal
41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan
suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau
suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita

kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

. Larangan Notaris
Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai
berikut:

(1) Notaris dilarang:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang sah;
merangkap sebagai pegawai negeri;
merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
merangkap jabatan sebagai advokat;
merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau
Pejabat Lelang Kelas Il di luar tempat kedudukan Notaris;
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h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh
Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar
akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan
Notaris yang menyebutkan, “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16
ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1)
huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j,
Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal
58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran

tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e.

pemberhentian dengan tidak hormat.”

. Majelis Pengawas Notaris

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam
melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas
jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga
sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860

(Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie), pengawasan dan penjatuhan sanksi



dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 Reglement
op het Notaris-ambt in Indonesie.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran
martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-
kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris, hal itu
akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah
hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat, maka pengawasan oleh
Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut
dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam
Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/V11/1987 tentang Tata Cara Pengawasan,
Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat, tujuan pengawasan
merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.*

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan
berdasarkan aturan tersebut, maka Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan
dalam lingkup peradilan saja. Maka sejaka diadakannya pembatasan terhadap
kewenangan Mahkamah Agung tersebut, kemudian pengawasan terhadap Notaris yang
semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui

Pasal 91 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan

%Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), him. 311.



untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pembinaan terhadap
Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membentuk

Majelis Pengawas Notaris.?!

B. Konsep Pertanggungjawaban Hukum
Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggungjawab terhadap kerugian
yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini
di sebut tanggungjawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu
memiliki suatu kualitas tertentu.2] Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang
tanggungjawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggungjawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti
bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.
Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa, “kegagalan untuk melakukan kehati-
hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan
biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras
kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa
maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai
tanggungjawab terdiri dari:
1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap
pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas

suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

$IMuhammad Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., him. 116.
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3 Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan
dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab
atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan
responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung
gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility
menunjuk pada pertanggungjawaban politik.>? Teori tanggungjawab lebih menekankan
pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty, sebagai suatu konsep yang
terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas
perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya
bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu
melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum
publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan
dengan prinsip umum; “geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no
authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat” (tidak ada kewenangan tanpa
pertanggungjawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggungjawab dalam perbuatan

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

32\W. Sommermeijer, Tanggungjawab Hukum (Bandung: Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan,
2003), him. 23.
¥Ridwan, H.R., Op. Cit., him. 337.



1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja
(intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa
sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat
akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian
(negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan
kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun
tidak sengaja.3*

Fungsi teori pada penulisan Tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta
menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif
yang berlaku yaitu tentang tanggungjawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta
dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggungjawab menjadi pedoman guna

menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

C. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris
1. Akta Otentik
Dalam Pasal 1867 KUHPerdata disebutkan ada istilah akta otentik dan Pasal
1868 KUHPerdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik
yaitu:
a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat
umum.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

%Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary (Jakarta:
RajaGrafindo Press, 2011), him. 54.



c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik atau authentiek® dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat jabatan,
memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata
authentieke akte. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas
permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak
membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.”

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah
termasuk semua unsur bukti:

a. tulisan;

b. saksi-saksi;

C. persangkaan-persangkaan;
d. pengakuan;

e. sumpah.

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula
ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan
sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang
dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh
Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)%, Pejabat Lelang, dan

pegawai Kantor Catatan Sipil.

336.

BRidwan, H.R., Op. Cit., him. 352.
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2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya
terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis
dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan
alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti
elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti
yang sah dalam persidangan pengadilan.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang
membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal
1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu
syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang
terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum
dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau
yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang
terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris
yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau
dikehendaki oleh yang bersangkutan.

c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu
dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat

kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.



e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian

waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

D. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-
asas tersebut ialah sebagai berikut:
1. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620 dengan
kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau
melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak Vereenigde Oost Ind. Compagnie
(VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan
membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan
BW, untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan
didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat Balik Nama (Overschrijving-
ambtenaren).

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari
masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan
yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan
seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat,
hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan
jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib
memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak
mampu.

2. Asas Kepercayaan



Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan
mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya.
Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya,
sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas
jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris
mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berkaitan hal tersebut, merupakan
kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar
(Verschoningsplicht) Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris
disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris.
Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus
dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif
kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk
kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku
akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau
oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi
permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

4. Asas Kecermatan



Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan
pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada
Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan
sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan
penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya
wajib bertindak seksama.

. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan
dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum
yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris
di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang
yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan
penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak
yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi
sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita

kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

. Larangan Bertindak Sewenang-wenang
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para
pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada

keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen



yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk
menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan
keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan
kepada para pihak.
8. Asas Proporsionalitas
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris
dituntu untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar
tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga
secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
9. Asas Profesionalitas
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai
dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan
keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN
dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau
oleh Notaris.
10.Asas Praduga Sah
Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu
dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan presumtio

lustae causa, yang maksudnya keputusan tata negara harus dianggap sah selama belum



dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera

dilaksanakan.®’

$’Paulus Efendi Lotulung, Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi,
Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), him. 118.



BAB I
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG
TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI SECARA BERSAMA-SAMA
A. Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan dan Menandatangani
Akta di Hadapan Klien

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai
dengan meningkatnya hubungan antara sesama warga negara ataupun lembaga-lembaga
pemerintah dan lembaga sosial, maka akan sangat terasa sekali pentingnya jasa pelayanan
Notaris terutama dalam hal pembuatan akta otentik. Dengan demikian, jabatan Notaris
adalah jabatan mulia dan terhormat karena memberikan pelayanan dan bantuan hukum
kepada masyarakat yang mempercayakan pengurusan haknya dalam melakukan perbuatan
hukum. Kepercayaan tersebut sudah semestinya dipegang oleh Notaris yang menjalankan
tugas jabatannya.

Salah satu produk dari Notaris ialah akta otentik, dimana akta otentik tersebut
menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang melakukan transaksi-transaksi atau kegiatan-
kegiatan keperdataan yang memerlukan suatu alat bukti demi menjaga kepentingan masing-
masing pihak yang terlibat. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan
terpenuhinya suatu alat bukti yang kuat dan sempurna demi menjaga hak-hak mereka di
kemudian hari membuat jasa Notaris makin dicari dan dibutuhkan. Namun yang perlu
diperhatikan, baik oleh Notaris maupun penghadap atau masyarakat yang menggunakan jasa
Notaris ialah prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh undang-undang dalam
pembuatan akta Notaris (akta otentik) agar keotentikan dari akta tersebut dapat terpenuhi.

Dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada nasabah sudah
lazim menggunakan jasa Notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian

kredit yang dibuat oleh Notaris. Namun berdasarkan hasil pengamatan Penulis, bahwa



proses penandatanganan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya hanya dihadiri
dan ditandatangani oleh nasabah, yang kemudian setelah akta tersebut ditandatangani oleh
nasabah maka akta tersebut dikirim kepada pihak bank untuk selanjutnya ditandatangani
oleh pihak bank.

Hal yang demikian sudah sering terjadi dan dianggap hal yang benar, padahal
apabila kita memperhatikan ketentuan atau prosedur-prosedur pembuatan akta otentik oleh
Notaris maka hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah
tentu berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut
di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan
prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya
pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam
menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.

Sudah menjadi hal yang sering terjadi, dimana proses pembacaan dan
penandatanganan akta Notaris tidak dilakukan di hadapan seluruh penghadap, dimana hal
tersebut terjadi terhadap Notaris yang menjadi rekanan pihak perbankan. Dalam
pengamatan Penulis, bahwa tidak hadirnya pihak dari bank pada saat proses peresmian akta
(verlijden) disebabkan karena kesibukan dari pimpinan bank sehingga tidak dapat hadir di
hadapan Notaris atau pihak yang berwenang mewakili bank, dalam hal ini biasa dilakukan
oleh Head Officer Credit Administration atau pimpinan cabang bank yang bersangkutan dan
sudah hal yang dianggap biasa sebab telah dilakukan dari tahun ke tahun. Notaris rekanan
bank biasanya hanya mengirimkan kepada pihak bank minuta akta yang telah
ditandatangani oleh nasabah dari bank tersebut, yang untuk kemudian akan ditandatangani

oleh Head Officer Credit Administration atau pimpinan cabang bank rekanan Notaris.*

!Hasil wawancara dengan Lisa Triliati, Head Officer Credit Administration Bank Sinar Mas Kota
Surabaya, Tanggal 30 April 2020.



Sudah sepatutnya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-
pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran
dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan
identitas dari para pihak yang menghadap (comaparanten), paraf dan tanda tangan para
pihak/penghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada
akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan
Notaris (UUJN) yang menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib
membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi,
atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan
ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN, yang menyatakan bahwa
segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi,
dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan
dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut
adalah satu kesatuan dari peresmian akta (verlijden). Kemudian, kata di hadapan dalam
penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang Notaris dalam proses peresmian
akta (verlijden) atau face to face sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf
m UUJN.

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris

akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan



sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi
yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode
etik, yakni berupa teguran, peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan
perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan
tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dalam praktik penandatanganan akta dimana dalam penandatanganannya tidak
dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi ketika pembuatan akta pembebanan
tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat yang berbeda. Menurut Nurhadi Darussalam,
hal yang demikian yakni tidak dibacakan dan ditandatanganinya akta oleh Notaris di
hadapan penghadap secara bersama-sama merupakan hal yang sudah lazim terjadi dalam
praktik kenotariatan, khususnya terhadap Notaris yang menjadi rekanan bank. Seharusnya
hal tersebut tidak terjadi sebab jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. ?

Dilematis memang sebab Notaris di satu sisi juga berlomba-lomba untuk menjadi
rekanan dari bank namun di satu sisi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipegang teguh
oleh Notaris dalam menjalankan praktik sebagai Notaris. Dalam hal ini Notaris harus dapat
menegakkan dan menerapkan spirit pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik,
mempunyai kredibilitas sehingga tidak dikontrol oleh bank-bank rekanan. Juga perlunya
sinergisitas antara pengurus lkatan Notaris Indonesia dengan pihak-pihak dari bank yang
menjadi rekanan Notaris agar dapat berjalan beriringan tanpa melakukan pelanggaran

aturan.®

2Hasil wawancara dengan Nurhadi Darussalam S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman,
Majelis Pengawas Notaris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2019, serta akademisi di
Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Tanggal 29 April 2020.

®Ibid.



Sebenarnya jika Notaris yang bersangkutan sadar akan tugas dan kewenangannya
serta jabatan yang diemban, sudah seharusnya Notaris menolak untuk mengikuti kehendak
dari pihak bank yang meminta minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh
Notaris dan nasabah untuk dikirim ke bank untuk selanjutnya ditandatangani sebab hal
tersebut jelas bertentangan terhadap ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang akan
berimplikasi hukum bagi Notaris itu sendiri di kemudian hari.

Harus juga disadari bahwa Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai upaya
negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat
dalam wilayah hukum privat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang
berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan
pembuktian/alat bukti. Dengan demikian, Notaris wajib untuk menjaga keluhuran jabatan
Notaris, jangan sampai hanya karena untuk menjaga kepentingan bisnis agar bisa terus
menjadi Notaris bank sampai-sampai membuat Notaris menyampingkan dan melanggar
ketentuan perundang-undangan.

Juga terhadap pihak bank dimana pihak dari bank tidak hadir pada saat proses
peresmian akta (verlijden), dimana harusnya pihak bank harus konsisten dan patuh terhadap
ketentuan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan
nasabah sebab akta tersebut merupakan akta milik bank yang akan memberikan

perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitor atau nasabah wanprestasi.

. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani
oleh Klien Secara Bersama-sama

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang
berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut.

Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak,



menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat dihindari dalam terjadinya sengketa.
Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta
otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi
penyelesaian perkara secara murah dan cepat.*

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang
semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dalam
memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan
demi tercapainya kepastian hukum. Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan
Notaris), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya
yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang Notaris dalam
menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan
bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Dapat dipahami bahwa, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya UUJN merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat
dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Notaris wajib berpedoman secara normatif
kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk
kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku
akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau
oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi

permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Pada bagian awal

“Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Op. Cit., him. 13-14.



akta, Notaris mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta. Pencantuman tanggal/waktu
ini sangatlah penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta
Notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta Notaris memberikan kepastian bahwa
suatu kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang
tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.®

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN. Ketentuan ini
dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta
dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali
apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan
alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari
peresmian akta (verlijden).

Kemudian, kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya
seorang Notaris dalam proses peresmian akta (verlidjen) atau face to face sebagaimana
diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Dalam praktik penandatanganan
akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-
saksi ketika pembuatan akta pembebanan tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat
yang berbeda. Tidak mungkin berada dalam 2 (dua) tempat yang berbeda dalam waktu yang
bersamaan.

Dalam praktik, sudah banyak terjadi dimana waktu penandatanganan akta tidak
dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap di hadapan Notaris.

Dengan demikian, Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Bandung:
Refika Aditama, 2009), him. 19.



sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani
oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan akta yang tidak bersamaan antara
para penghadap di hadapan saksi dan Notaris sering terjadi dalam dunia perbankan yaitu
pada waktu penandatangan akta perjanjian kredit. Bank sebagai kreditur dengan fungsi
pelayanannya kepada nasabah mempunyai prinsip pelayanan yang cepat, tepat dan efisiensi
waktu maupun biaya. Karena alasan efisien waktu, maka terjadi “pembenaran” dalam proses
pembacaan dan penandatanganan akta oleh Notaris yang tidak dihadiri oleh pihak dari bank.

Tanda tangan biasanya terletak sebagai bagian akhir akta. Pada aturan dasar atau
asas dalam common law Inggris yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian baku agar
klausul-klausul eksemsi (dan klausul-klausul yang memberatkan lainnya) yang dimuat
dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak
yang bersangkutan. Begitu pula tentang kehadiran para pihak, dimana dalam pembacaan
serta penandatanganan suatu akta, para penghadap saksi-saksi dan Notaris mempunyai
kewajiban untuk hadir dan menandatangani akta tersebut. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat
(1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, “Notaris berkewajiban
membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Keabsahan
akta Notaris yang meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatan
akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut
dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang yang
menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran

dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak



yang menghdap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta
pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap
(pada akta pihak).

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul
menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti
bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun,
dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan
sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan
dan ditandatangani secara bersama-sama oleh penghadap di hadapan Notaris yang
dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya dikirimkan
salinan akta untuk kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan ketentuan
UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta
tersebut maupun Notaris yang bersangkutan.

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris
akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi
yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode
etik, yakni berupa teguran, peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan
perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan
tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah
ditentukan menurut hukum juga dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi
hukum.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam

pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku.



Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan
fakta. Kemudian, yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian Penulis ialah terkait
dengan tidak dibacakannya akta dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan Notaris di
hadapan penghadap (klien) secara bersama-sama.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah
ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang
bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa
ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian,
maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang
tidak dipenuhi.

Istilah pembatalan bersifat aktif, artinya meskipun syarat-syarat perjanjian telah
dipenuhi, tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar
perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas
dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum,
misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya, atau
diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi, yang tidak diketahui sebelumnya, dan
para pihak ingin membatalkannya.

Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi.
Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat
dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta
yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah

berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.®

®Habib Adjie, Penafsiran Tematik... Op. Cit., him. 83-84.



Jika pihak yang tersebut dalam akta merasa pihak yang menghadap kepada Notaris
pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta tidak sesuai kenyataan seperti apa
yang tertuang dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai dengan kenyataan yang
diyakininya benar, maka pihak yang bersangkutan melakukan pengingkaran terhadap
kepastian hari, tanggal bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum dalam akta.
Dalam kaitan ini diperlukan pembuktian dari pihak yang melakukan pengingkaran tersebut
dan Notaris yang bersangkutan. Jika hal semacam itu dikategorikan sebagai suatu tindak
pidana, maka Notaris dikualifikasikan melakukan tindak pidana Pasal 263, 264, 266, Jo 55
atau 56 KUHP.

Jika kita memahami apa yang tertuang dalam UUJN, dapat dipahami bahwa
Notaris adalah suatu jabatan yang diawasi dengan sangat ketat. Pemerintah mengawasi
pelaksanaan peraturan jabatan yang tertuang dalam UUJN dan juga kode etik Notaris
melalui Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah, wilayah, maupun tingkat pusat. Dari
internal organisasi jabatan Notaris sendiri, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki
Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran kode etik Notaris baik
di tingkat daerah, wilayah, maupun tingkat pusat.

Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu
alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa
bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Kekuatatn
pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam nilai kekuatan
pembuktian yaitu lahirian, formal, dan materiil.

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang tidak dibacakan dan

ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama, maka harus dipahami bahwa Notaris



dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak
ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu
dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa
akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta
tidak dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris secara bersama-sama dengan penghadap,
maka pihak yang menyatakan tidak benar atau sebagai pihak yang dirugikan, wajib

membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.






BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada nasabah sudah lazim
menggunakan jasa Notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian kredit
yang dibuat oleh Notaris. Namun proses penandatanganan akta perjanjian kredit antara
bank dan nasabahnya biasanya hanya dihadiri dan ditandatangani oleh nasabah, yang
kemudian setelah akta tersebut ditandatangani oleh nasabah maka akta tersebut dikirim
kepada pihak dari bank untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak dari bank. Hal yang
demikian dianggap suatu hal yang biasa padahal apabila kita memperhatikan ketentuan
atau prosedur-prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris maka hal yang demikian
merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu berimplikasi hukum, baik
terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya
kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta
otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari
lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan
tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.

2. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh
penghadap di hadapan Notaris yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan
tidak hadir dan hanya dikirimkan salinan akta untuk kemudian ditandatangani sudah
tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan
berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan.
Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan

berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan



sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4
ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni
berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan
pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; schorsing (pemecatan
sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan
perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tidak
dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum juga dapat

menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

B. Saran

1. Notaris yang menjadi rekanan bank harus sadar akan tugas dan kewenangannya serta
jabatan yang diemban, sudah seharusnya Notaris menolak untuk mengikuti kehendak
dari pihak bank yang meminta minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh
Notaris dan nasabah untuk dikirim ke bank untuk selanjutnya ditandatangani sebab hal
tersebut jelas bertentangan terhadap ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang akan
berimplikasi hukum bagi Notaris itu sendiri di kemudian hari. Juga terhadap pihak bank
dimana pihak dari bank tidak hadir pada saat proses peresmian akta (verlijden), dimana
harusnya pihak bank harus konsisten dan patuh terhadap ketentuan pembacaan dan
penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan nasabah sebab akta tersebut
merupakan akta milik bank yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin
kepastian hukum jika debitor atau nasabah wanprestasi.

2. Kewajiban membacakan dan menandatangani akta di hadapan Notaris pada saat proses
peresmian akta (verliejden acte) harus dipatuhi baik oleh Notaris maupun para pihak

yang terkait, sebab apabila hal tersebut tidak terpenuhi dan dapat dibuktikan di



pengadilan maka menimbulkan implikasi hukum terhadap akta tersebut yakni turun
derajatnya menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak
sehingga para pihak mapun Notaris wajib untuk melaksanakan dan patuh terhadap
ketentuan yang berlaku dalam proses peresmian akta. Juga perlunya peran aktif dari
perkumpulan Notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia dalam bentuk koordinasi terhadap
seluruh Notaris, khususnya Notaris yang menjadi rekanan bank agar benar-benar

menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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